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PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
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TENTANG

TATA CARA PEI{YALURAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KAE}UPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah secara transparan dan bertanggungiawab perlu diatur
tata cara penyaluran dan pemanfaatan retribusi pelayanan

kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 201 I tentang
Retribusi Jasa Umum, Tata cara pembagian pemanfaatan
penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tana

Toraja tentang Tata Cara Penyaluran dan Pemanfaatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Tana Toraja;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74\ Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tetang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 116, Tambahan [,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244 rarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah;

58 Tahun 2005 tentang

Peraturaa Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Tenaga
Kesehatan;

Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhirnya dengan peraturan
Menteri Dalam N-egeri Nomor 2I Tahun ZAII tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri l{omor Zl Tatrun 2Ol3
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Prograrn jaminan Kesehatan nasional;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional
untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik pemerintah
Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ia Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-la Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTIISKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEI\TYALURAN
DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TORAJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusarl pemerifltahan yafig menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Kepala Dinas Kesehatan adatah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tana Tora-ja.

Menetapkan



5. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi
Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan
kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf
kesejahteraan rakyat.

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

(1) Objek retribusi Pelayanan Kesehatar adalah pelayanan
kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas
Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek retribusi Pelayanan Kesehatan di Fuskesmas,
Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai
Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang
sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pelayanan kesehatan rawat jalan poliklinik;
b. Pemeriksaan untuk surat keterangan dokter dan visum;

c. Pelayanan kesehatan tindakan rawat jalan;

d. Tindakan poiiklinik grgr dan mulut;
e. Tindakan rawat inap;

f. Pemeriksaan laboratorium ; dan
g. Pemeriksaan kulaitas air.

BAB III

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan
pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas
pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang bersangkutan-

(2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) adalah :

1. Untuk Jasa Sarana disetor ke kas daerah sebagai
pendapatan daerah;

2. Untuk Jasa Pelayanan:

a. 85o/o diperuntukkan sebagai jasa medis, paramedis
dan tenaga kesehatan lainnya.

b. 15o/o diperuntukkan sebagai biaya administrasi
pelayanan.
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BAB IV

BESARAN

Pasal 4

(l) Besaran alokasi pemberian jasa pelayanan yang

diperuntukkan sebagai jasa medis, paramedis dan tenaga

kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat(2\ hurufa dengan peffbagian sebgai berikutl

a. Penanggung jawab Puskesmas sebesar 10%o;

b. Bendahara Puskesmas sebesar 5%o;

e. Jasa pelayanan Medis sebesar 307o;

d. Jasa pelayanan paramedis dan tenaga kesehatal
lainnya sebesar 557o.

(2) Besaran alokasi pemberian jasa pelayanan yang

dtperuntukkari sebagai biaya administrasi pelayarian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
adalah untuk jasa pelayanan administrasi Dinas Kesehatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal rV lguthrl aor8

TORAJA,

KANAE

Diundangkan di Makale
pada

SE

A2rlttrs f.o8

KABUPATEN TANA TORA]A,

E BURA

KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 4lBE


